
BUPATI BANYUMAS

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BANYUMAS

NOMOR 19 TAHUN  2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN  BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memungut

jenis retribusi jasa umum sesuai dengan potensi yang

berada di Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa

Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten

Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI  BANYUMAS

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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5. Bupati adalah Bupati Banyumas.

6. Unit Pelaksana Teknis, adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis
operasional  dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

9. Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pembayaran atas Jasa Umum yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT
Dinkes adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas.

14. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
secara paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) kepada
masyarakat baik pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap.

15. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan
rawat jalan.

16. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan
rawat jalan dan rawat inap.
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17. Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan
kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan
kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.

18. Puskesmas Keliling selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan
kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat),
kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan
yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.adalah
pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan.

19. Balai Kesehatan Mata Masyarakat selanjutnya disingkat BKMM adalah
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan indera penglihatan secara
menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabiltatif) dan terpadu
merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dengan didukung
peran serta aktif masyarakat, kerjasama lintas program lintas sektoral dan
menjadi pelayanan perantara puskesmas dan rumah sakit.

20. Balai Kesehatan Paru Masyarakat selanjutnya disingkat BKPM adalah Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara terpadu di jenjang
pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru paru dan pernafasan;

21. Laboratorium Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Labkesmas
adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik bagi
penderita sebagai pelayanan penunjang medik dan laboratorium
lingkungan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan lingkungan
kepada orang dan/atau badan dan /atau lembaga yang memerlukan;

22. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya
disingkat BKMIA Kartini adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar
dan/atau spesialistik kesehatan ibu dan anak, yang diselenggarakan oleh
lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga
medis;

23. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh UPT Dinkes atas pemakaian
sarana dan fasilitas UPT Dinkes dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan dan rehabilitasi.

24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan
atas jasa yang diberikan kepada pasien secara langsung meliputi
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan
rehabilitasi medik serta pelayanan tidak langsung yang meliputi
manajemen, administrasi dan penunjang non medik.

25. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi
dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi,
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diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan
kesehatan lainnya.

26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan
kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan
lainnya dengan menempati tempat tidur.

28. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat
lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/
menanggulangi resiko kematian atau cacat.

29. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan
oleh tenaga medik.

30. Pelayanan penunjang nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang
dilaksanakan oleh selain tenaga medik.

31. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk
menunjang penegakan diagnosis dan terapi.

32. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit
pelayanan yang diberikan oleh UPT Dinkes.

33. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat.

34. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Banyumas.

35. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

36. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

37. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas
Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga, serta identitas anggota keluarga.

38. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas
resmi penduduk sebagai alat bukti diri dan berlaku di seluruh Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

39. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah
Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan Kepada Orang Asing
yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri telah terdaftar di
Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas di Kabupaten
Banyumas.


